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BAB IlI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan analisis terhadap fakta — fakta yang telah diuraikan dan
ketentuan Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 tentang prinsip non-refoulement, maka
tindakan Republik Rakyat Cina sebagai negara pihak (contracting state) dari
Konvensi Jenewa 1951 dapat disimpulkan sebagai pelanggaran hukum
internasional dan atas tindakan tersebut maka Republik Rakyat Cina harus
menghadapi konsekuensi berdasarkan ketentuan hukum internasional. Pemulangan
paksa Pengungsi Korea Utara ke negara asalnya oleh Republik Rakyat Cina adalah
tindakan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan dan itikad buruk. Tindakan
pemulangan paksa pengungsi yang dilakukan oleh Republik Rakyat Cina adalah
bentuk pelanggaran hukum internasional sehingga Republik Rakyat Cina wajib
melakukan redress dalam bentuk satisfaction dalam bentuk permintaan maaf dan
mengakui kesalahan secara resmi di forum internasional dan memastikan adanya

non-repetition terhadap tindakan repatriasi paksa terhadap Pengungsi Korea Utara.

B. Saran

Saran terkait hal — hal yang telah diuraikan dalam penelitian ini diharapkan adanya;
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1. Amandemen Konvensi Jenewa 1951 dengan menambahkan ketentuan
contracting state dapat menggugat ke International Court of Justice (I1CJ)
terkait dengan pelanggaran prinsip non-refoulement.

2. Pemberian peringatan dari United Nations High Commissioner of Refugee
(UNHCR) agar Republik Rakyat Cina untuk menghentikan tindakan
pemulangan pengungsi secara paksa.

3. Pendampingan hukum dari United Nations High Commissioner of Refugee
(UNHCR) kepada individu yang menjadi korban repatriasi paksa ketika
pengungsi tertangkap di negara yang menjadi contracting state Konvensi

Jenewa 1951.
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